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PEMERINTAH KOTA PADANG

PEMBENTURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCAMNA DAERAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YAMNG MAHA ESA

Menimbang

PERATURAN DAERAH ROTA PADANG
NOMOR 18 TAHUN 2008
TEMTANG

‘PADANG

WALIKOTA PADANG,

: o bahwa daolam rongha pelaksonoan
Undang-undang Momar 24 Tahun 2007

tentang  Penanggulengon

dipandang perlu membentuk  Badan
Penanggulongan Bencang Daerch Hota

Padang:

b. bohwa Bodon Penanggulangan Bencana
Doerch Hota Pudang menuspakan baglan
darl peranghat doerah wang dalam
pembentukon don pempusumannya harus

berpedoman pada

sebagoimona dictur dalam Peraturan
Pemerintah MNomor 41 Taohun 2007
tentang Organisasl Peranghat Doerah;
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Mengingat

bohwa  berdmarkaon  pertimbangan
sebogalmana dimaksud huruf a dan
huraf b diskess  perlu  membentuk
Peraturan Daerah tentana Pembentukan
Crgantsosi Tata Herja Bodan
Penanggulangan Bencana Daerch Hota
Padong;

Undang-Undang Momor 9 Tahun 1956
tentana Pembentukan Doerah Otonom
Hota Besar dalom Lingkungan Doerah
Proplrsl  Sumetera Tenooh (Lembaran
Megara Tahun 1956 Nomor 20)%
Undang-Undang Momer &8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok  Hepegowalom
{Lembaran Megara Tahun 1974 Memer 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
schagalmana telah  diubah  dengan
Undang-Undang Momor 43 Tohun 1999
{Lembaran Megara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambchan Lembaoran Megara  Momer
3890):

Undang-undang MNemer 10 Tohun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundong-undangan {Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nemer 4389)

Undang-Undang Momor 32 Tohun 2004
tentong Pemerintohan Doerah (Lembaran
Megara Tahun 2004 Momer 125, Tambahan
Lemboron  Megora Meomer  4437),
sebogoimona teloh diuboh beberopa buali
terakhir dengon Undang-Undang Nomor 12
Tohun 2008 (Lemboran Megam Tahun
2008 Momor 59, Tombahan Lemboran
Negaro Nomor 48a4)

Undang-undang Momeor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana
{Lemboran Megara bahun 2007 Neomor
66, Tombohon Lemboran  Negoro
Republik Indonesia Nomor 4723):
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Peraturan Pemerintah Neomar 17 Tahun
980 tentang Perubohon Batos Wilayah
Hotamodya Daeraoh Tinghot | Podang
{Lembaran Megara Tohun 1980 Nomor
75, Tambahan Lembaran Megora Nomor
ea);

Peraturan Pemerintoh Momer 9 Tahun
2003 tentong Wewenong Pengangbatan,
Pemindahan dan Pemberhentian
Pegowai Megeri Sipil (Lembaran Megara
Tahun 2003 MNomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Momor 4263):

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2006 tentang Penvelenggoroan
Penanggulangon Bencona;

Peraturan Pemerintah Nemor 58 Tahun
2005 tentong Pengeloloon Keuaongan
Daerah (Lembaran Megara Tahun 2005
Momar 140, Tombahan Lembaoron Megara
Moror 4578);

Peraturan Pemerintoh Nemor 38 Tahun
2007 tentong Pembagion  Urusan
Pemerintahan  antara Pemerintah,
Pemerintahon  Doerah Propinsl,  dan
Pemerintahon Doeroh Habupoten/Kota
(Lemboron Megora Tohun 2007 Nomor
g2, Tambohan Lembaran Megara Mamor
ATITY;

Peraturan Pemerintah Memaor 41 Tahun
2007 tentang Orgonbasl  Peranghat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
MNomor 89, Taumbahon Lemboron Negara
MNormor 4741);

Peroturon Presiden Nomor 8 Tohun 2008
tentang Pembentukan Badon Mosional
Penanagulangan Bencano;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor
57 Tohun 2007 tentang Petunjubk Tehnis
Penataan Organiiasl Peranghkat Doerah;




14, Peroturan Menteri Dalam Megerl Momor
46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan
Organisasl Tatakeria Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,

Desgan Perietujuon Bensama
CEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANGC
MEMUTUSKAN:

Menetaplkan :  PERATURAMN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERIA . BADAN PEMNANCGULAMGAMN
BENCANA DAERAH HOTA PADANG.

RABI
HETENTLUAN UMUM

Pesal 1

Dularn Peraturan Daerch inl vang dimaoksud dengan :
I. Daeroh adalah Kota Padang:
2, Hepalo Daerah adaloh Wallkote:

3. Pemerintoh Daerch adalah Walikota dan Perangkat Daerch
sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Pemerintohan Doeroh odoloh penyelenggarcan  wrusan
pemerintahon oleh pemerintah doerah dan DPRD menurut
osas otonomi dan tugas pembentuan dengan prinsip otenomi
selucs-luasrva dalem sktemn dan prinslp Megoro Hesatuan
Republik Indonesia sebogolmana dolam  Undong-undang
Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945;

ok B
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Peranghkot  Doeroh  odoloh  orgonhosiflemboga podo
Pemerintchan Doerch Heta Padang vang hﬂtmggungjgwnb

‘hepadn Wallketa  dolam  rongka  penyeleggaranan

pemerintahon  yorg  terdid  dori Sekretoriot  Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakllon Rakyat Daarah, Dings Daerah,
Imspektorat, Bodan Perenconoan Pembonguman Doerah,
Lembaoga Teknik Doerch, Kecomaton, Kelurchan, Badaon
Penanggulangon  Bencana Deoerah, Hontor Peloyanan
Periinan Terpodu dan Satuon Polisi Pamong Praja;

. Sehretari: Daerah adalah Sehretarls Daerah Hota Padang;

Badan Naslonal Penanggulangan Bencana vang selonjutma
disingkat BNPB;

Bodan penanggulangan Bencana Daerah wong selanjutmea
disingkat BPBD odaolah Perongkot Doerch yang dibentuk
dalam rengha meloksonokon tugos don fungd  untuk
melaksanakon penonggulangan bencana di Kobo Podang:

Bencana odoloh perlsthwa atau ranghkaicn perstivea yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
manpsorohat vong disebobhon balk oleh fokter clom dan
atau fakter non alam maupun faktor manusia, berusabkan
linghungan, keruglan horto benda dan dampak pilkologls;

Bencana alom odolah bencana yong dickibotkan  oleh
peristiwa atou seranghalan peristiwa yong dissbabkan oleh
alom ontara lolin berupa gempa bumi, tsunomi, gunung
meletus, banjir, bekerlngan, angln topon, dan tanah longsor:

Bencona non alom adaloh bencono wong diokibothkan oleh
peristiwa atau serongkaion peristiwa non alom yang berupa
gogal tebnologl, gogal medernbasl, epldemi, dan wabah
penyakit;

Bencona Sosial odaloh bencona wang diakibothan oleh
peristiva abtow serangkaion peristiwo yang diokibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik sosiol ontar kelompeoh, otou
antar komunitos mosyorokot dan teror:

Fewelenggoroon  penonggulangan bencone adolah
sergnghoion upova wong meliputi penetopon kebijokan
permbangunon yang bersiko timbulnya bencona, kegiatan
pencegahan bencana, tangoap daorurat, dan rehaobilitasi;
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15,

18,

Rehabilitasl adalah perbolkon dan pemullban semua aspek
peloyanan publik abtou mawarakat sompod tingkat yano
memadal poda wilayah pasca bencona don sasaron wubama
untuk normallsasi atou berjalanmya secora wajor semua
aipek pemerntahon doan kehldupan moesyorohot pada
wiloyoh posca bencano;

Rekomstruksl  odalah  pembangunan kemball  semun
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilavah pasca
bencana, balk poda tinghat pémerintohan  maupun
mawarohkat dengan  sorona  utoma  tumbubh  don
berkembangnya keglotan perekonomian, sosial, budaya,
tegahnya hukum don ketertiban, dan bangkitnya peran serta
maosyarakat poda wiloveh poswa bencanao;

Eselon odalah tingkat Jabatan Struktural;

Badon Pertimbangan Jabatan dan Hepangkatan selanjutnya
disebirt Baperjohat adalah suotu jaboatan vang dianghat dan
diberhentibkon oleh Pejabot Pembing Hepegowolan Duaerah
vang berfungl memberlkan  pertimbongen dalam

penganghatan dan pemberhentian pelobat dalom Jabotan
struktural;

Anggoran Pendopatan Dan Belanja Daerah selanjutnva

dizebut APBD odoloh Anggaron Pendopotan Belanja Doerah
Hota Padang,

BAB 1l
PEMBENTURAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Doeeroh inl dibentulk Organbasi dan Tata Kerja
BPBD.

]

BAB Il

HEDUDUHAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
CRCANISAS]

Baglan Pertama
Kedudukan

Pasal 3

BPBD berada dibowoh dan bertanggung jowab kepada
Walikota.
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{2} BPBD diplmpin oleh Kepola Bodon yang secoro ex-office

M

dijebet oleh Sekretaris Doerah.

Bagion Kedua
Tugas Pokol don Fungsi

Pezal 4

BPBD mempunyal tugeos pokoks :

o. menetapkon pedomon don pengorohan sesucl dengon
kebijakon pemerintoh doerah don Badan MNaoslenal
Penanggulongan Bencana terhodap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penonganan darurat, rehabilitasl, restrubturiscs),
serta rekonstrulesl secara adil don setars;

b. menetophan standarksayl serta Rebutuhaon

penyelenggaraon penangguiangon bencana berdosarkan
peraturan perundong-undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasiban  peto
rowan bencana;

d. menmyusun don  menstapkan prosedur  tebap
penanggulangan bencanc:

e melaksanakon penyelenggaroan penanggulangan
bencana pada wilayahive:

f. melaporkon penyelenggaracn penanggulangan bencana
kepado Hepola Daerch setiap bulan sekall dolom kendisl
normal don setiap oot dalom kondisl darurat bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penvaluran vang dan
borang:

h. mempertongoungjowabkan penggunoon anggaran wvang

diterima darl Anggaran Pendapatan dan Belonjo Doerah;
dan

. meloksanakan kewajibon loin sesual dengon percturan
perundang-undangan.
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(2) Dalam menyelenggarabon tugos pokok sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 4, BPED menyelenggarakan Fungsi ;

a. perumwsan dan penetopan kebljokon penonggulangan

bencona dan penanganan pengungsl dengan bertindak
cepot dan tepat, efelktf dan afeslen;

b. penghoordinasion pelaksonaan kegiatan
pencnggulongan bencana secarn terencana, terpadu dan
mermelurul,

BAB N

ORGANISASI
Boglan Pertama
Suwwunan Crganlsasi BRED

Pasal 5

BPBD, terdir atas

a. Hepala;

b. Unsur Pengarah: dan
.. Urnsur Pelolsona.

Bagian Hedua
Unsur Pengarah BFBD
Poxad 6

Pengoturan mengenal Uniur Pengoroh BPBD ditetopkan sesual
dengon ketentuon Peraturan Perundang-undangan.

Baglon Hetigo
Unsur Pelaksana BPBD

Powal 7

(0 Unsur Pelaksono BPBD  beroda  dibowoh  dan
bertenagunalawab kepada Kepala EPED.

{2) Unsur Pelaksana BPBD  dipimpln oleh secrang Hepala
Pelaksana  vang membanty  HKepala BPBD  daolam
penvelenggaroon tuges don fungsl unsur pelabsana EPBD
sehari-hari.




Pasal 8

Unsur Pelabsana BPBD mempunyal tuges  melaksonakan
penanggulangon bencona secara terintegrad yvang meliputl pra
bercana, soot tanggap darurat dan pascabencana,

Pesal 9

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi ;

a. pergoordinaskan;

b. pengkomandoan; dan

. pelaksona dalom penyelenggaraan penanggulangan benconea.

Posal 10

Fungsi heordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanokan melalui
koordinosl deéngan Sctuen Herla Peranghat Doerah loinmea,
instangl vertibal wang ada di deeroh, lembaga waha, danfobou
pihahl lain yong dipandang perlu pada tahop pra bencona dan
pesco bancana,

Pasal 1

() Fungyl koemonde Unsur Pelaksana BPBD dilaksanaban
melalul  pengerahan sumber dayo monusio, peralatan,
loghstik darl Satuap Herja Perangkat Daerah laknnya, Instansl
vertikal yang ada di daerah serta langkah-longkah lain vang
diperiukan dalam rangha penonganon dorurat bencana.

() Pelaksonaon ketentuan seboagaimana dimakiud pada ayat
(N diakukan sesunl dengon  hetentuon peraturan
Perundang-undangan,

Pasal 12

Fungsi pelakiona Umur Pelalsong BPBD dilohsannkan secora
terkoordings! dan terintegrasl dengan Satuon Herja Peranghat
Daerah lalnnyws, Instansi vertihal vang ada di daerch dengan
memperhatihon  kebijokan  perwelenggaraan  Penonggulangan
Bencana Doerah dan ketentuan peraturan Perundoang-undenger.
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Bagion Heermpat
Susumon Organisosi Unsur Pelaksano BPBD
Pmal 13
() Susuncn Organisasi Unsur Pelaksana BPED terdiri dark:
o. Hepala Pelaksona Badan;
b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
1) Sub Bagian Unmum;
2) Sub Bagian Heuangaon;
3) Sub Bagian Pemsusunan Program.
¢. Bidong Pencegahon dan Kesiapsiagaan, terdirl dari
1) Saksl Pencegahang
7) Seksl Keslapsiogoan;
<. Bidang Hedaruratan dan Loghtilk, terdir darl

1) Seksl Penyelamatan, Evakuasl dan Pelovanan Harban
Bencana;

2) Sebsi Identifihasi, Pendataon dan Pemulihan,
¢. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdirl dari :
1) S=ksi Rehabilitasi;
2) Sehsl Rehomstrubni;
f. Helompok Jabatan Funglonal,

{2) Urnswur Pelabsana 3PBD sebagolmana dimalsud pada ayat (1)
dopat membentuk Satuan Tugas,

(3) Bogan Susunon Orgonlsasi Unsur Pelaksana seboglomana
dimaksud poada ayat (1) tercantum dalam lampiran
Peraturan Doeroh don merupokon baglon yang tidak
terpisohkan dari Peraturan Daerah inl.

BAB V
ESELOMN DAN HEFEGAWAIAN

Poasal 14

() Hepalo Peloksana BPBD adalkeh jJobatan Struktural eselon |Lb,
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(2} Hepola Sekretariot don Hepalo Bidang BPBD adalah
jobetan strubtural eselon fiLb.

(3} Hepolo Sub Boglan don Kepala Seksi BPBD adoloh jobatan
srubtural eselon IV.a.

Pasal 15

(1) Penghian jobatan dilingkungan Ursur Pelakiona BPBD
barasal dar] PMS vang memilikl hemompuan, pengetahuan,
keahlian, pengalaman, ketrampllon, don intearitas vong
dibutuhkan dalam penanggulangan bencana,

(2} Pembinoan PMNS sebagoimana dimaksud poda oyat (1)
diloksanakon oleh BMNFB berkoordinasl dengon  Menterd
Dalam Megerl.

EAB VI
PEMCGANGHATAN DAM PEMBERHEMTIAN DALAM JABATAN

Posal 16

(N Kepolo Pelglsono BPED dionghot don diberhentibon oleh
Walikota seteloh mendopat pertimbangan dorl Baperiokat
dan rekomendas! tertulls dari Gubernur.

() HKepala Sebretoriat, Kepala Bidang, Hepala Sub Bagian dan
Kepala Seksl poda BEPBD diongkot dan diberhentikan cleh
Walikoto seteloh mendopat pertimbongan dari Baperjakot.,

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

(1) Dilingkungen BPED dopat ditempathan Pegowal Negeri Sipil
dalom Helompok Joboton Fungsional sesual dengan peraturan
perundang-undangan berlakL,

() Kelompolk  lobotan Fungsianal mempunisal tugas
melaksanakan sebogian fuges BPBED sesual dengan keahlian
dan kebutuhon,
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Pazal 18

(1} Kelompok Jabatan Fungsional sebogaimana dimaksud dalan
Pasal 17, terdirl dari sejumiah Tenaga Funasienal vang terbogi
dalom berbogal Belompoh sesual dengan bidang keahllanma,

{Z) Pengision dan penetapan labatan Funagslenal

mempertimbangkan kompetensl vang dimilikl,  kebutuhon
Jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.

(3) Setlop kelompok sebogalmana dimdksud dolom avat (1)
diplmpin oleh tencga fungslonal senler yang diangkat aleh
Wallketa don dalom melaksenchan bugosmeo bertanggung
jowab kepoda Hepalo BRBD.

BAB Il
TATA KERIA
Penal 19

BPED dolom melaksonokan tugm- wajflt menerapkan primip
koardinasi, Integrasl, dan singkronisas,

Posal 20

Pimpinan Unsur Pelaksonag BPED wallb melakianakan sistem
pengendallan intern dilingkungan mesing-masing.

Pasal i
Pimplnan Unsur Pelckiana BEPBD bertanggung Jowab memimpin

dan mengkoordinasikan bowahan dan memberikon pengarchan
serto petunjuk bogl peloksanoon tugos bawahan.

Pasal 22

Pimpinon unsur pelaksana BPED wajib melakukan pembinaan
dan pengawaian terhodap setuan erganbast dibawahnya.
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BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinogn don pengowosan teknis  administratif serto
fosilibasi pemelenggaraan penonggulangan
bencanadiakukan oleh Menterl Dalam Neger;

Pembinoon - dan  pengowasan teknls  operosional
dilaksanakan oleh Hepala Badon Nasional Penonggulangan
Bencana, berkaordinas! dengan Menteri Dalom Negeri;

BAB X
PEMBIAYAAN

Paal 24

Pemblayaon BPED dalom penanganon bencana dibebankan
kepada APBD don sumber anggaran lainnya vang sah dan Hdak
menglhat.

{n

BAB Xl
HETEMTUAMN PENUTUP

Posal 25

Dengan  tarbentubnya BPBD, maka sotuan  pelaksana
penonggulangon bencana Hota Podong dibuborkon don
menyerahkan selurvh onip/dokumen don dotafinformeasi

lninmya  yong  berkolton  dengan  penyelenggaracn
penonggulongon bencana kepada BPBD.

Haol-hal yang belum cukup diatur dalam Peroturan Coergh
inl sepanjong mengenal peloksaonoconva okon diatur lebih
lanjut dengan peraturon Walilkzotao.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulal berlaku poda tanggsl diundanghon.
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foar setiop ocrong dopat mengetchuinyo, memerntahkan
pengundangan -Peraturan Doerch ini dengon penempatannya
dalam Lembaran Daerch Kota Padana.

Ditetophan di Podang
pada tanggal 19 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

Pto

FAUZ! BAHAR

Diundanghan di Padang
pada tanggal 19 Deternber 2008

SEKRETARIS DAERAH HOTA PADANG
Dto

H. FIRDAUS, K, SE, M.51
Pembina Utama Muda Nip, 010077781
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